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P U T U S A N
Nomor 107 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H     A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada 

pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara 

antara:

Mr. WILLIAM SUTHERLAND SINCLAIR, warga negara 

Selandia Baru, pemegang Karu Izin Tinggal Tetap Nomor 1 D 

1 1JE0005-K, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya VII, Taman 

Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini 

memberi kuasa kepada Syahril Moehammad, S.H., M.H., 

Advokat, berkantor di Komplek Duta Kranji, Jalan Prambanan 

Raya Blok A/753, Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota 

Bekasi, 17134, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 

Maret  2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT SNC-LAVATIN-TPS, berkedudukan di Graha Aktiva, Floor 

11, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kavling 03, Jakarta 

Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat 

telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan 

Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada 

Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat/PT 

SNC-Lavalin-TPS untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) demi 
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hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan

Tergugat/PT SNC-Lavalin-TPS;

4. Menghukum Tergugat/PT SNC-Lavalin-TPS untuk membayar uang 

kompensasi/pesangon kepada Penggugat sebagai berikut:

a. Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003

2 x 5 x US$ 36,036 = US$ 360,360

b. Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 

156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

1 x 2 x US$ 36,036 = US$ 72,072

c. Uang Penggantian Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003

- Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan 

ditetapkan

15 % x (US$ 360,360 + US$ 72,072) = US$ 64,864.8

Upah selama tidak dipekerjakan sejak Agustus 2013 sampai dengan 

April 2014 sebesar 9 x US$ 36,360 = US$ 324,324

Jumlah keseluruhan menjadi = US$ 821,620.8

5. Menghukum Tergugat/PT SNC-Lavalin-TPS agar membayar upah 

berjalan kepada Penggugat yang dihitung sejak Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) yaitu tanggal 31 Juli 2013 sampai putusan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

6. Menghukum Tergugat/PT SNC-Lavalin-TPS untuk membayar kerugian 

immaterial kepada Penggugat sebesar US$ 3,000,000.00 (tiga juta 

dollar Amerika Serikat);

7. Menghukum Tergugat/PT SNC-Lavalin-TPS membayar biaya perkara 

menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan 

eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
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2. Kuasa hukum Penggugat tidak memiliki legal standing;

3. Pencabutan gugatan;

4. Perubahan gugatan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial 

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 

169/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Februari 2015 yang amarnya 

sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Membebankan biaya perkara pada Negara sebesar Rp422.000,00 

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 653

K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 17 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Mr. WILLIAM 

SUTHERLAND SINCLAIR tersebut;

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 169/Pdt.Sus-

PHI/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Februari 2015 sehingga amar 

selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam 

tingkat kasasi ditetapkan sebessar Rp500.0000,00 (lima ratus ribu 

rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum 

tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung, diberitahukan 

kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 November 2016, kemudian 

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan melalui kuasanya berdasarkan 

Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2017 diajukan permohonan 
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pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan 

Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 

4 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan 

Kembali Nomor 15/Srt.PK/Pdt.Sus/2017/PHI.PN.Jkt.Pst., juncto Nomor 653

K/Pdt.Sus-PHI/2015., juncto Nomor 169/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Jkt.Pst.,

permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di 

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada 

Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 April 2017, namun

Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan jawaban alasan

peninjauan kembali;

Bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan peninjauan kembali 

tersebut, Mahkamah Agung perlu memberikan pemahaman tentang maksud 

dan hakikat beberapa ketentuan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial khususnya 

Pasal 56, Pasal 109, dan Pasal 110 antara lain:

- Pasal 56 menentukan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas 

dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai 

Perselisihan Hak dan mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan 

Kerja, sedangkan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan 

antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan berwenang 

memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir;

- Bahwa Pasal 110 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai 

upaya hukum dalam perkara PHI, yaitu mengenai Perselisihan Hak dan 

Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja hanya sampai tingkat kasasi 

saja, karena perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada prinsipnya 

harus diperiksa dan diputus dengan batasan waktu yang relatif cepat;

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas serta sesuai pula 

dengan prinsip pemeriksaan perkara hubungan industrial yang tidak 

mengatur secara khusus tentang upaya peninjauan kembali, dan 

dengan memperhatikan pula Hasil Sidang Pleno Kamar Perdata 
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terbaru sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, maka Majelis berpendapat permohonan 

Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali dianggap 

tidak memiliki landasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat 

diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah 

Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang 

diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Mr. WILLIAM SUTHERLAND 

SINCLAIR harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk verklaard);

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari 

Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka 

Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara 

dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini 

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka 

biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan 

Kembali Mr. WILLIAM SUTHERLAND SINCLAIR tersebut tidak dapat 

diterima;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya 

perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan 

sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari 
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Kamis tanggal 24 Oktober 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim 

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, 

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.,

Hakim-hakim Ad. Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua 

Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Retno 

Kusrini, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota        Ketua Majelis

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.      

ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

    ttd/. Retno Kusrini, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i …………………………...….. Rp      6.000,00 
2. R e d a k s i …………………………........ Rp     10.000,00 
3. Administrasi Peninjauan Kembali …….. Rp2.484.000,00 
J u m l a h ….............………………….....… Rp2.500.000.00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

   Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002
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